LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT UTAMA

SEKRETARIAT UTAMA

DEPUTI
BIDANG SURVEI,
PENGUKURAN, DAN

DEPUTI
BIDANG HAK TANAH,
PENDAFTARAN TANAH DAN

DEPUTI
BIDANG PENGATURAN DAN
PENGENDALIAN PERTANAHAN

DEPUTI
BIDANG PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DEPUTI
BIDANG PENANGANAN
SENGKETA DAN PERKARA

PEMETAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT X - PERTANAHAN
(Deputi 1) (Deputi II) (Deputi III) (Deputi IV) (Deputi V)
PUSAT PUSAT
HUKUM DAN DATA DAN INFORMASI PUSAT PUSAT SEKOLAH TINGGI
HUBUNGAN PERTANAHAN DAN LAHAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN DAN PERTANAHAN
MASYARAKAT PERTANIAN PANGAN PENGEMBANGAN PELATIHAN NASIONAL
BERKELANJUTAN

KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI

I

|

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

1 dari 36



LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT UTAMA

SEKRETARIAT UTAMA

BIRO
PERENCANAAN DAN KERJA
SAMA

BIRO
ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN

BIRO
TATA USAHA PIMPINAN
DAN PROTOKOL

BIRO
KEUANGAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN

BIRO
UMUM

2 dari 36



LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

BIRO

PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN
ANGGARAN PUSAT

-]

Subbagian
—  Perencanaan Program dan
Anggaran |

Subbagian
Perencanaan Program dan
Anggaran II

Subbagian
-  Perencanaan Program dan
Anggaran III

BAGIAN

PERENCANAAN PROGRAM DAN

ANGGARAN WILAYAH

]

Subbagian
Perencanaan Program dan
Anggaran Wilayah I

Subbagian
Perencanaan Program dan
Anggaran Wilayah II

Subbagian
Perencanaan Program dan
Anggaran Wilayah III

BAGIAN
KEIEQ;L[I\XJISXM A PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
AKUNTABILITAS
Subbagian || Subbagian
Kerja Sama Regional Pemantauan
|| Subbagian || Subbagian
Kerja Sama Sektoral Evaluasi
Subbagian || Subbagian
Kerja Sama Internasional Akuntabilitas

| | Kelompok Jabatan Fungsional | |
Umum dan/ Tertentu

3 dari 36



LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN
ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA

BAGIAN
PENGEMBANGAN
KEPEGAWAIAN

Subbagian
Organisasi

Subbagian
Tata Laksana

Subbagian

Analisis Jabatan dan Kinerja

Organisasi

]

BAGIAN
PENGANGKATAN, MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Subbagian
— Pengadaan dan Pengembangan
Kapasitas Pegawai

Subbagian
— Karir Jabatan Struktural dan
Fungsional

|| Subbagian
Penilaian Kompetensi Pegawai

]

BAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN

Subbagian
Pengangkatan, Mutasi dan
Pemberhentian Pegawai
Wilayah I

Subbagian
Pengangkatan, Mutasi dan
Pemberhentian Pegawai
Wilayah II

Subbagian
Pengangkatan, Mutasi dan
Pemberhentian Pegawai
Wilayah IIT

| | Kelompok Jabatan Fungsional | |
Umum dan/ Tertentu

]

Subbagian
— Tata Usaha dan Sistem
Informasi Kepegawaian

Subbagian
—  Kinerja dan Kesejahteraan
Pegawai

Subbagian
— Penegakan Disiplin dan Kode
Etik

4 dari 36



LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BIRO TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL

BIRO
TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL

\ \ \
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN PROTOKOL KEAMANAN
] ]
Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
Tata Usaha Kepala Tata Usaha Sekretariat Utama . Protokol Kepala . Pengamanan Pimpinan
Subbagian Subbagian || Subbagian || Subbagian
Tata Usaha Deputi I Tata Usaha Deputi II Protokol Pimpinan Pengamanan Dalam
Subbagian Subbagian
Tata Usaha Deputi III Tata Usaha Deputi IV
Subbagian Subbagian
Tata Usaha Deputi V Tata Usaha Staf Khusus

| | Kelompok Jabatan Fungsional | |
Umum dan/ Tertentu

5 dari 36



LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BIRO KEUANGAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

BIRO
KEUANGAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

\ \ \
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ANGGARAN DAN PENERIMAAN PERBENDAHARAAN DAN TATA
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) LAKSANA KEUANGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
| |
| Subbagian || Subbagian || Subbagian
Anggaran I Tata Laksana Keuangan Akuntansi dan Pelaporan I
| Subbagian || Subbagian || Subbagian
Anggaran II Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan II
. Subbagian Subbagian Subbagian
—  Penerimaan Negara Bukan — P . A 1 Akunt . dan Pel 1
Pajak (PNBP) encairan Anggaran untansi dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu

6 dari 36



LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BIRO UMUM
BIRO UMUM
\ \ \ \
BAGIAN BAGIAN
SARANA, PRASARANA, DAN PENGELOLAAN BARANG RUMlzlA-IG'II‘QE GGA PER?{?RGAI?KI\’II‘ %’II‘\?\I%?EPA/‘\}II?AS,IP AN
LAYANAN PENGADAAN MILIK NEGARA
-] -] -] ]
|| Subbagian Perencanaan || Subbagian || Subbagian Pemeliharaan || Subbagian Tata Usaha
Sarana dan Prasarana Pengelolaan BMN Wilayah I Gedung dan Fasilitas Gedung Pelayanan Pertanahan
| | Subbagian Bimbingan dan H Subbagian L] Kesr?c;bal;zlil sra:r?r;)gefi‘lg 1{; &E;n || Subbagian
Layanan Pengadaan Pengelolaan BMN Wilayah II Dinas J Tata Persuratan
Subbagian || Subbagian
Pengelolaan BMN Wilayah III Kearsipan

| | Kelompok Jabatan Fungsional | |
Umum dan/ Tertentu

7 dari 36



LAMPIRAN VIII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN

DEPUTI
BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN
PEMETAAN
DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT SURVEI DAN PEMETAAN
PENGUKURAN DASAR PEMETAAN DASAR PENETAPAN BATAS TEMATIK

8 dari 36



LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGUKURAN DASAR

DIREKTORAT
PENGUKURAN DASAR

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

TEKNOLOGI PENGUKURAN,
PEMETAAN DAN PERALATAN

PELAKSANAAN PENGUKURAN
DASAR

Seksi

Pemetaan

—  Teknologi Pengukuran dan —

SUBDIREKTORAT
SURVEYOR PEMETAAN DAN
SURVEYOR BERLISENSI

Seksi
Penyiapan Pengukuran Dasar

Seksi
Peralatan Teknis

Seksi
Kerangka Dasar

Kelompok Jabatan Fungsional
Umum dan/ Tertentu

Seksi
— Penyiapan Pejabat Fungsional
Surveyor Pemetaan

Seksi
Surveyor Berlisensi

9 dari 36



LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMETAAN DASAR

DIREKTORAT
PEMETAAN DASAR

\ \ |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
KENDALI MUTU DAN TERESTRIS DAN CITRA INFORMASI GEOSPASIAL
PELAPORAN PENGINDERAAN JAUH PERTANAHAN
| \
L Seksi . Seksi || bervi Sel;si < Dat
Kendali Mutu Terestris enyiapan Basis Data
Pemetaan
| Seksi L Seksi || Seksi
Evaluasi dan Pelaporan Citra Penginderaan Jauh Informasi Data Geospasial

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu

10 dari 36



LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENETAPAN BATAS

DIREKTORAT
PENETAPAN BATAS

\ \ |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT B ASISS]})JABT[X%EXETICI)\I%TRM ASI
PENGUKURAN BATAS PEMETAAN BATAS
BATAS
. . Seksi
— Seksi . — Selksi . — Basis Data Bidang, Ruang dan
Pengukuran Bidang Pemetaan Bidang -
Perairan
Seksi Seksi Seksi
— Pengukuran Kawasan, Ruang — Pemetaan Kawasan, Ruang dan — Informasi Bidang, Ruang dan
dan Perairan Perairan Perairan

| | Kelompok Jabatan Fungsional | |
Umum dan/ Tertentu

11 dari 36



LAMPIRAN XII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT SURVEI DAN PEMETAAN TEMATIK

DIREKTORAT
SURVEI DAN PEMETAAN TEMATIK

\ \
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SURVEI TEMATIK PEMETAAN TEMATIK
| Seksi | Seksi
Survei Tematik Bidang Pemetaan Tematik Bidang
| Seksi | Seksi
Survei Tematik Kawasan Pemetaan Tematik Kawasan

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu

SUBDIREKTORAT
INFORMASI GEOSPASIAL
TEMATIK

Seksi
Pemeliharaan Geospasial
Tematik

Seksi
Pengolahan Data dan-Informasi
Geospasial Tematik

12 dari 36



LAMPIRAN XIII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG HAK TANAH,
PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DEPUTI
BIDANG HAK TANAH, PENDAFTARAN TANAH DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DIREKTORAT
PENGATURAN DAN

PENETAPAN HAK TANAH

DIREKTORAT
PENDAFTARAN HAK TANAH

DAN GUNA RUANG

DIREKTORAT
LANDREFORM

DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

13 dari 36



LAMPIRAN XIV

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENETAPAN HAK TANAH

DIREKTORAT
PENGATURAN DAN PENETAPAN HAK TANAH

| | |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGATURAN DAN EVALUASI HAK MILIK, HAK GUNA I—?XKB ('éIL}JQl\EI:II\{’II‘JOS%TA
HAK TANAH BANGUNAN, DAN HAK PAKAI
| | |
. Seksi .
Seksi . Seksi
— Pengaturan dan Evaluasi | Penetapan Hak Milik, Hak . —| Penetapan Hak Guna Usaha
Wilavah I Guna Bangunan dan Hak Pakai Wilavah I
¥ Wilayah I y
. Seksi .
Seksi . Seksi
i Pengaturan dan Evaluasi .|  Penctapan Hak Milik, Hak . —| Penetapan Hak Guna Usaha
Wilayah II Guna Bangunan dan Hak Pakai Wilayah II
Wilayah II

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu

14 dari 36



LAMPIRAN XV

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH DAN GUNA RUANG

SUBDIREKTORAT
PENDAFTARAN HAK TANAH

Pendaftaran Hak Atas Tanah

o Pengelolaan Dokumen

DIREKTORAT
PENDAFTARAN HAK TANAH DAN GUNA
RUANG
| |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENDAFTARAN HAK GUNA PERALIHAN, PEMBEBANAN HAK
RUANG DAN PERAIRAN DAN PPAT
\ \
Seksi Seksi Seksi
— Pendaftaran Hak Guna Ruang —  Peralihan dan Pembebanan
Atas dan Bawah Tanah Hak
Seksi Seksi .
— Pendaftaran Hak Guna Ruan Selesi
. g Pejabat Pembuat Akta Tanah
Perairan

Pendaftaran Hak Tanah

Kelompok Jabatan Fungsional
Umum dan/ Tertentu

15 dari 36



LAMPIRAN XVI

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT LANDREFORM

DIREKTORAT
LANDREFORM
\ \
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
INVEEI’I{ERDIIg ::SI?TDO plj? ’113‘ ASIS PENGUASAAN TANAH OBYEK REDISTRIBUSI DAN
DATA LANDREFORM LANDREFORM DAN GANTI PEMANFAATAN BERSAMA ATAS
KERUGIAN TANAH
\ \ \
Seksi Seksi Seksi
— L — Penguasaan Tanah Obyek — Redistribusi Tanah Obyek
Inventarisasi Data Landreform
Landreform Landreform
Seksi Seksi
Seksi . Peralihan Tanah Obyek
— . — Penertiban Tanah Obyek —
Basis Data Landreform . . Landreform dan Pemanfaatan
Landreform dan Ganti Kerugian
Bersama Atas Tanah

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu

16 dari 36



LAMPIRAN XVII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
INVENTARISASI POTENSI P ASILI?‘XSP ]IDRA]?\IKIEEO)RRJA/’\F SAMA INFORMASI DAN
DAN PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN MODEL
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
| | |
Seksi Seksi Seksi
— I t RSt Potensi — Fasilitasi dan Kerja Sama — Informasi Pemberdayaan
nventarisast rotenst Lembaga Pemerintah Masyarakat
Seksi Seksi Seksi
| Pendampinean Pemberdavaan — Fasilitasi dan Kerja Sama — Pengembangan Model
ping y Lembaga Non Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok Jabatan Fungsional
Umum dan/ Tertentu

17 dari 36



LAMPIRAN XVIII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN

DEPUTI

BIDANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN
PERTANAHAN

DIREKTORAT
PENATAGUNAAN TANAH

DIREKTORAT
PENATAAN WILAYAH
PESISIR, PULAU-PULAU

WILAYAH TERTENTU

KECIL, PERBATASAN DAN

DIREKTORAT
PEMANTAUAN DAN

PEMBINAAN PERTANAHAN

DIREKTORAT
PENERTIBAN DAN
PENDAYAGUNAAN TANAH
TERLANTAR

18 dari 36



LAMPIRAN XIX

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

DIREKTORAT
PENATAGUNAAN TANAH

— . — Pengolahan Data
Perencanaan Regional
Penatagunaan Tanah

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DATA DAN NERACA PENGELOLAAN
PENATAGUNAAN TANAH PENATAGUNAAN TANAH PENATAGUNAAN TANAH
\ \ \

Seksi Seksi Seksi

Tanah Negara dan Tanah Kritis

Seksi Seksi
Perencanaan Sektoral Neraca Penatagunaan Tanah

Seksi
Pertimbangan Penatagunaan
Tanah

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu

19 dari 36



LAMPIRAN XX

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DIREKTORAT PENATAAN WILAYAH PESISIR,
PULAU-PULAU KECIL, PERBATASAN DAN WILAYAH TERTENTU

DIREKTORAT

TERTENTU

PENATAAN WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU
KECIL, PERBATASAN DAN WILAYAH

SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN KERJA SAMA

SUBDIREKTORAT
PENATAAN KAWASAN

Seksi

Program dan Data

SUBDIREKTORAT
MONITORING DAN EVALUASI

Seksi

— Penataan Wilayah Pesisir dan
Wilayah Tertentu

Seksi

Kerja Sama

Seksi

‘<4 Penataan Pulau-Pulau Kecil
dan Wilayah Perbatasan

Kelompok Jabatan Fungsional
Umum dan/ Tertentu

Seksi
Monitoring dan Evaluasi
Wilayah Pesisir dan Wilayah
Tertentu

Seksi
Monitoring dan Evaluasi
Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah
Perbatasan

20 dari 36



LAMPIRAN XXI

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PERTANAHAN

DIREKTORAT
PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN
PERTANAHAN
|
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
INVENTARISASI DAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
EVALUASI TANAH PERTANIAN TANAH PERTANIAN TANAH NON PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN
| | |
g tari .SikSi h Pertani || Seksi | Seksi
nventarisasi ‘ana .er anian Data Tanah Pertanian Data Tanah Non Pertanian
Pangan Berkelanjutan
Seksi . .
. Evaluasi Tanah Pertanian Eval . TSek?; Pertan; L I T SikSI .
Pangan Berkelanjutan valuasi Tana ertanian Evaluasi Tanah Non Pertanian

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu

21 dari 36



LAMPIRAN XXII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

DIREKTORAT
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN
TANAH TERLANTAR

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
p OTEI\SI;JIB’II‘DAIII\?./EZET"F%RR?;NT AR PENERTIBAN TANAH PENDAYAGUNAAN TANAH
TERLANTAR TERLANTAR
\ \
Seksi — Evaluasi Da: 6i&eslfiﬁkasi Tanah Seksi
Identifikasi Tanah Terlantar Penyediaan Tanah Terlantar
Terlantar
Seksi Seksi Seksi
— Pengelolaan Basis Data Tanah — Pengaturan Peruntukan Tanah
Penetapan Tanah Terlantar
Terlantar Terlantar

| | Kelompok Jabatan Fungsional | |
Umum dan/ Tertentu

22 dari 36



LAMPIRAN XXIII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DEPUTI
BIDANG PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

PEN%EIE;gg%T\IAH PEN%igﬁ(l\)Il?rfNAH DIREKTORAT DIREKTORAT
WILAYAH 1 WILAYAH 11 PENILAIAN TANAH KONSOLIDASI TANAH

23 dari 36



LAMPIRAN XXIV

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGADAAN TANAH WILAYAH I

DIREKTORAT
PENGADAAN TANAH WILAYAH I

BIMBISI\? (? A]:l)\lni)ifgisAI{IT ASI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN PENGADAAN PENETAPAN HAK INSTANSI
PENANGANAN PENGADAAN TANAH WILAYAH I WILAYAH I
TANAH WILAYAH I
\ \ \
| Seksi | Seksi | Seksi
Bimbingan Pengadaan Tanah Inventarisasi dan Identifikasi Penetapan Hak Pengelolaan
. . Seksi
o Sek51 . .Seks1 Penetapan Hak Pakai, Hak
— Fasilitasi Penanganan —  Ganti Rugi dan Penyerahan — -
Pengadaan Tanah Hasil Guna Bangunan, Hak Milik
dan Hak Guna Usaha Instansi

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu
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LAMPIRAN XXV

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGADAAN TANAH WILAYAH II

DIREKTORAT
PENGADAAN TANAH WILAYAH II

BIMBISI\}JC?A?\IH]Q:)EI:XIT\;F(FD‘ESAI{ITASI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN PENGADAAN PENETAPAN HAK INSTANSI
PENANGANAN PENGADAAN TANAH WILAYAH II WILAYAH II
TANAH WILAYAH II
\ \ \
| Seksi || Seksi || Seksi
Bimbingan Pengadaan Tanah Inventarisasi dan Identifikasi Penetapan Hak Pengelolaan
. . Seksi
.- Sekm . . Seksi Penetapan Hak Pakai, Hak
— Fasilitasi Penanganan —  Ganti Rugi dan Penyerahan — o
Pengadaan Tanah Hasil Guna Bangunan, Hak Milik
dan Hak Guna Usaha Instansi

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu
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LAMPIRAN XXVI

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENILAIAN TANAH

DIREKTORAT
PENILAIAN TANAH
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENILAIAN BIDANG TANAH DAN BIMBINGAN TEKNIS PENILAI
KERJA SAMA PENILAIAN TANAH KAWASAN TANAH DAN PERTANAHAN

Seksi ) .
—  Pengembangan Metodologi - Seksi || Seksi
Model dan Aplikasi Penilaian Bidang Tanah Bimbingan Penilai Tanah
Selksi L Seksi N Seksi
Kerja Sama dan Promosi Penilaian Kawasan Bimbingan Penilai Pertanahan

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu
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LAMPIRAN XXVII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH

DIREKTORAT
KONSOLIDASI TANAH

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN

SUBDIREKTORAT
PENATAAN TANAH DAN
BIMBINGAN TEKNIS

SUBDIREKTORAT
KERJA SAMA DAN EVALUASI

Seksi

— Perencanaan dan —
Pengembangan Teknis

Seksi

Penataan Tanah

Seksi
Kerja Sama

Seksi

~—  Penyusunan Potensi Obyek —
Konsolidasi Tanah

Seksi

Bimbingan Teknis

Seksi
Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional
Umum dan/ Tertentu
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LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENANGANAN SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN

DEPUTI
BIDANG PENANGANAN SENGKETA DAN PERKARA
PERTANAHAN
DIREKTORAT DIREKTORAT
SENGKETA DAN KONFLIK PERK]zilI?iEgglg’Il‘QAAl;IT AHAN INFORMASI STRATEGIS
PERTANAHAN DAN BANTUAN HUKUM
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LAMPIRAN XXIX

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

DIREKTORAT

SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

SUBDIREKTORAT

PENANGANAN SENGKETA

Seksi

Wilayah I

— Penanganan Sengketa

Seksi

Wilayah II

— Penanganan Sengketa

SUBDIREKTORAT

PENANGANAN KONFLIK

SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN PEMBATALAN

Seksi
Penanganan Konflik
Wilayah I

Seksi
Analisis dan Pembatalan
Wilayah I

Seksi
Penanganan Konflik
Wilayah II

| | Kelompok Jabatan Fungsional | |

Umum dan/ Tertentu

Seksi
Analisis dan Pembatalan
Wilayah 1II

29 dari 36



LAMPIRAN XXX

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERKARA PERTANAHAN

DIREKTORAT
PERKARA PERTANAHAN

SUBDIREKTORAT PERKARA
PERTANAHAN WILAYAH I

SUBDIREKTORAT PERKARA
PERTANAHAN WILAYAH II

SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN PEMBATALAN

Seksi
Analisis dan Pembatalan
Wilayah I

Seksi Seksi
1 Perkara Perdata = Perkara Perdata
Wilayah I Wilayah II
Seksi Seksi
~—  Perkara Tata Usaha Negara —  Perkara Tata Usaha Negara
Wilayah I Wilayah II

Kelompok Jabatan Fungsional
Umum dan/ Tertentu

Seksi
Analisis dan Pembatalan
Wilayah II
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LAMPIRAN XXXI

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT INFORMASI STRATEGIS DAN BANTUAN HUKUM

DIREKTORAT
INFORMASI STRATEGIS DAN BANTUAN
HUKUM
| | |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
INFORMASI STRATEGIS IDENTIFIKASI DAN ANALISIS }ggl\]?’lpljiflKI}I?I}sél\T/‘l
PERTANAHAN INFORMASI
\ \
Seksi Seksi Seksi
— Informasi Strategis — Identifikasi dan Analisis | Bantuan Hukum Wilavah I
Wilayah I Informasi Wilayah I y
Seksi Seksi Seksi
— Informasi Strategis — Identifikasi dan Analisis | Bantuan H i Srln Wilavah 11
Wilayah II Informasi Wilayah II u usu ¥y

Kelompok Jabatan Fungsional

Umum dan/ Tertentu
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LAMPIRAN XXXII
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT UTAMA

INSPEKTORAT UTAMA

BAGIAN
TATA USAHA
Subbagian Subbagian Subbagian .
Subbagian
Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran dan Persuratan dan Rumah .
p Informasi dan Pelaporan
Penyusunan Program Evaluasi Tangga

INSPEKTORAT WILAYAH I

INSPEKTORAT WILAYAH II

INSPEKTORAT WILAYAH III

INSPEKTORAT WILAYAH IV

INSPEKTORAT WILAYAH V

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR
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LAMPIRAN XXXIII

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

PUSAT HUKUM DAN HUBUNGAN

MASYARAKAT

Subbagian
Tata Usaha

BIDANG

PERUNDANG-UNDANGAN

BIDANG

HUBUNGAN MASYARAKAT

BIDANG
PUBLIKASI, JARINGAN
DOKUMENTASI, DAN
INFORMASI HUKUM

Subbidang

Subbidang
Penyusunan dan Evaluasi

Hubungan Antar Lembaga
Dan Media Center

Subbidang Subbidang
Penyiapan dan Pertimbangan — Penerangan dan Penyuluhan
Hukum Masyarakat

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Subbidang
H Publikasi, Distribusi dan
Dokumentasi

Subbidang
‘-  Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
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LAMPIRAN XXXIV

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PUSAT DATA DAN INFORMASI
PERTANAHAN DAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN

BERKELANJUTAN
Subbagian
Tata Usaha
BIDANG
BIDANG
BIDANG SISTEM INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PPE]iDI\IIVGI:DE}:QLACI)DIA?VATI\‘IE]ID(ANT(‘)AI_,BéII\I ADMINISTRASI LAHAN
INFORMASI PERTANAHAN INFORMASI PERTANAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
] \ ]
Subbidang Subbidang

Pengembangan Teknologi dan
Informasi Pertanahan

Subbidang
— Standarisasi Teknologi
Informasi Pertanahan

Subbidang

| | Pengelolaan Data Pertanahan

Subbidang
Penerapan Teknologi Informasi
Pertanahan

KELOMPOK

H JABATAN FUNGSIONAL H
PRANATA KOMPUTER

Sistem Informasi Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)

Subbidang
‘—| Administrasi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B)
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LAMPIRAN XXXV

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PUSAT
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Subbagian
Tata Usaha

KELOMPOK
— JABATAN FUNGSIONAL —
PENELITI
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- PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG : _

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

-
3

1 PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

9
i
!

|
=

Subbagian
TPata Usaha:

BIDANG PERENCANAAN,

é
|
EVALUASI DAN PELAPORAN j BIDANG PENYELENGGARAAN |

Subbidang
Penyelenggaraan Diklat Teknis

£
§ Subbidang
! dan Fungsional

§

£

i

Peren 1canaan Diklat ; E
3T

i

Subbidang § ; Subbidang
Evaluasi dan Pelaporan Diklat - - ?enye}‘e.qggafaan Piidat
Strulktural

F

KELO \f[T’Oim
JABATAN FUNGSIONAL:
WIDYAISWARA

[T T T

5 L,

Lampiran | sampal dengan Lampiran XXXVI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indenesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
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